RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI  PERHUBUNGAN

NOMOR : KM

TENTANG

PENGGUNAAN PERANGKAT NIRKABEL

UNTUK KEPERLUAN AKSES DATA.

[AphD: Judul sebaiknya umum saja sehingga tidak terlalu membatasi]

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang:

a. Bahwa penggunaan teknologi Nir-kabel untuk keperluan akses data, dapat mempermudah dan memperluas pemerataan akses publik terhadap informasi & pengetahuan untuk mempercepat terbentuknya Masyarakat Berbasis Pengetahuan.

[AphD: penekanan pada teknologi lebih luas daripada infrastruktur saja]

b. Bahwa izin kelompok (class license) bagi penyelenggaraan Internet Nirkabel pada pita frekuensi ISM dan pita lain yang memungkinkan, akan mendukung peran serta masyarakat dalam pengembangan teknologi nir-kabel untuk keperluan akses data.

[AphD: hal ini sesuai dengan keinginan komunitas]

c. Bahwa beberapa pita/kanal spektrum frekuensi radio telah dimanfaatkan terlebih dahulu untuk keperluan DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI;

d. Bahwa perlu diciptakan suatu keadaan yang harmonis dengan tidakterjadi saling inferensi yang merugikan (harmful interference) pada penggunaan pita frekuensi ISM dan U NII radio untuk keperluan akses data, maka perlu diatur pengggunaannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

[AphD: Yang dilindungi bukan hanya pita ISM dan U NII.  Selain itu yang dilindung bukan pitanya tetapi pelayanan yang menggunakannya. Selain itu bisa membingungkan karena pita ISM bukan hanya 2.4 GHz dan 5 GHz]

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio Radio dan Orbit Satelit  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

6. Keputusan Presiden  Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

[APhD: Karena kabinet sudah berubah, ini harus di ganti dengan nomor KEPPRES yang baru]

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi radio Radio Indonesia; 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 tahun 2002 tentangorganisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTRI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN PERANGKAT NIRKABEL  UNTUK KEPERLUAN AKSES DATA
[AphD: Sesuai dengan Judul RKM]

BAB 1

UMUM

Pasal 1 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

10. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;

11. Akses Data adalah akses yang meliputi Akses Internet, Data, Wide Area Network (WAN) atau Lokal Area Network (LAN);

12. Penggunaan bersama (sharing) adalah penggunaan pita/kanal frekuensi radio secara bersama pada tempat dan atau waktu dan atau teknologi secara harmonis dengan tidak mengakibatkan interferensi yang saling merugikan;

13. Efective Isotropically Radiated  Power (EIRP) adalah daya pancar efektif isotropik yang ditentukan pada keluaran antena;

14. Izin Kelompok (class licence) : izin penggunaan suatu jenis perangkat telekomunikasiyang meliputi izin frekuensi radio melekat dalam  sertifikasi alat dan perangkat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

15. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang dibayar oleh setiup penggunaan frekuensi radio;

16. UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit setempat;

17. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai badan Eksekutif Daerah;

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

 [AphD: Pasal 1 dikutip dari konsep Bagian Hukum Postel]

Pasal 2

19. Penggunaan perangkat nir-kabel untuk untuk akses data dapat digunakan pita-pita frekuensi ISM sebagai berikut:

2400 - 2483,5 MHz;

5725 - 5825 MHz.

[AphD: Pita U NII tidak dikenal di Radio Regulations.  Pita 5150-5250 MHz tak bisa dipakai karena digunakan untuk navigasi radio pesawat udara, sedangkan pita 5250-5350 belum ada pembebasan karena untuk Primary Service EARTH EXPLORATION-SATELLITE, RADIOLOCATION dan SPACE RESEARCH. Hal ini sudah ditampung di ayat (3)]

[OWP: Peralatan U-NII band khususnya IEEE 802.11a semakin murah. Oleh karenanya, kondisi 5GHz akan tidak berbeda jauh dari 2.4GHz dalam waktu 2-3 tahun lagi. Beberapa tahun lagi, IEEE 802.16 akan menyusul. Kebijakan 5GHz harus di perhatikan dari sekarang, bersamaan dengan 2.4GHz]

20. Penggunaan perangkat nir-kabel pada pita tersebut ayat (1) hanya diperkenankan dengan teknologi (modulasi) spektrum-sebar (spread spectrum).

[AphD: tidak diperkenankan modulasi lainnya]

21. Penggunaan perangkat  nir-kabel tersebut ayat (1) dapat dilakukan untuk aplikasi di luar ruang (outdoor) dan atau di dalam ruang (indoor).

22. Selain pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan pita frekuensi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat.

Pasal 3

[AphD: Kita tak perlu membatasi pengguna dengan standar IEEE 802.11 yang hingga kini dibicarakan. Oleh karena bisa saja SNI (Standar Nasional Indonesia atau Standar POSTEL menetapkan spesifikasi standar dari Jepang, Cina dll negara yang cocok dengan standar IEEE.  Selain itu standar 802.16 masih sedang dikembangkan oleh suatu tim terpadu beberapa negara, jadi terlalu pagi untuk dimasukkan dalam KM.]

23. Penggunaan perangkat nir-kabel spektrum sebar (spread spectrum) untuk keperluan akses data dengan ketentuan sebagai berikut:

e. Dilarang menimbulkan interferensi yang mengganggu terhadap pengguna frekuensi yang telah memiliki izin.

f. Tidak mendapatkan proteksi atas interfernsi dari pengguna frekuensi yang telah memiliki izin.

g. Wajib memiliki ketentuan teknis yang berlaku.

h. Direktur Jenderal dapat mengeluarkan Petunjuk Teknis untuk menghindari interferensi tersebut a.

[APhD: Butir d. Ini diperlukan untuk menghindari KM mengatur segi-segi teknis yang diusulkan dalam pasal-pasal OWP]

24. Ketentuan teknis penggunaan perangkat nir-kabel spektrum-sebar (spread spectrum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

25. Setiap jenis perangkat nir-kabel spektrum-sebar (spread spectrum)  untuk akses data wajib memiliki sertifikat perangkat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

26. Pemegang sertifikat perangkat nir-kabel spektrum sebar (spread spectrum) untuk akses data wajib menempelkan label pada setiap perangkat sesuai dengan jenis yang telah diterbitkan sertifikatnya.

[OWP: standard komunikasi Internet Nirkabel yang di adopsi disini adalah standard IEEE yang merupakan standard global yang di terima di seluruh dunia. ITU tidak sanggup menggoalkan standard selevel IEEE atau IETF untuk komunikasi berbasis Internet. Jadi tidak ada yang menjual regulasi NKRI disini]

Pasal 4

[OWP: mekanisme proteksi bagi pengguna existing akan di bahas pada pasal-pasal selanjutnya]

[AphD: Tidak diperlukan penjelasan bahwa digunakan bersama, karena sudah jelas dari pasal 3 statusnya)

27. Penggunaan perangkat nir-kabel spektrum sebar (spread spectrum)  untuk akses data dengan daya pancar rendah tidak boleh melewati pita frekuensi dan batas maksimum daya pancar isotropik efektif (EIRP) sebagaimana ditentukan dalam Tabel sebagai berikut:

	No
	Batas pita frekuensi
	EIRP maksimum

	1
	2 400 MHz s/d 2 463 MHz
	1 Watt

	2
	2 463 MHz s/d 2 483,5 MHz
	200 mWatt

	2
	5 725 MHz s/d 5 875 MHz
	1 Watt


[AphD: Ini telah disepakati sebagai batas maksimum EIRP sehingga tak menganggu sesama perangkat nir-kabel untuk data, maupun pelayanan yang telah memperoleh izin pada saat ini. 

Apabila Postel bisa menjamin perpindahan pelayanan berizin di pita 2.4 GHz, maka batas daya 200 mW bisa disamakan menjadi 1 Watt

Namun menurut informasi terakhir bila 2.4 GHz dibebaskan, maka kepindahannya akan ke pita 5.8 GHz, sehingga berakibat pita 5.8 GHz tak bisa dibebaskan. 

Bagaimanapun masih harus ditunggu berita terakhir dari Postel]
28. Izin penggunaan perangkat nir-kabel spektrum-sebar untik akses data dengan daya pancar rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan izin kelompok (class licence).

29. Izin penggunaan frekuensi radio untuk penggunaan perangkat nir-kabel spektrum-sebar untk akses data dengan izin kelompok (class licence) melekat dengan sertifikat perangkat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

30. Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian batas maksimum daya pancar isotropik efektif (EIRP) tersebut ayat (1) sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan.

[AphD: ayat (4) ini sebagai tambahan agar ada fleksibitas misalnya membesarkan batas 200 mW bila keadaan memungkinkan, misalnya di daerah yang tak akan mengganggu pelayanan ber-izin, tanpa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1)]

[OWP: perlu di revisi PP/KEPMEN yang mengatur masalah perijinan & biaya hak penggunaan frekuensi radio yang mungkin akan di langgar oleh ayat di atas]

[AphD: komentar terhadap penjelasan OWP: KepMen tidak bisa mengatur PP. Untuk merubah PP lebih lama oleh karena harus dibuat RPP oleh Menteri. Berarti komunitas juga yang harus ikut menyiapkan. Jadi harus dibalik, jangan merubah PP, dan RKM ini harus bisa menyesuaikan sehingga tidak melanggar PP]

31. Pengguna perangkat nir-kabel spektrum-sebar untk akses data tersebut ayat (2) wajib melakukan pendaftaran pada Direktur Jenderal. 

32. Informasi untuk pendaftaran perangkat nir-kabel tersebut ayat (5) minimal meliputi kontak penanggung jawab, nama jelas, alamat, kartu identitas, dan jenis perangkat nir-kabel yang digunakan sesuai ayat (3). 

33. Tatacara pendaftaran serta kelengkapan data  yang dianggap perlu dari perangkat nir-kabel tersebut ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

[OWP: untuk mengurangi birokrasi di tingkat daerah, pendaftaran harus dilakukan secara online, tanpa perlu datang secara fisik ke DIRJEN POSTEL. Maklum ongkos pesawat dari Indonesia Timur ke Jakarta bisa mencapai Rp. 2 juta sekali jalan. Jika DIRJEN POSTEL cukup cerdas, pembangunan mekanisme registrasi online dapat dilakukan secara swadaya masyarakat]

[AphD: KepMen hanya bisa memuat cara pendaftaran yang mungkin, walaupun cara online adalah yang paling efisien]

Pasal 5

34. Penggunaan perangkat nir-kabel spektrum-sebar untuk akses data yang memerlukan daya pancar lebih besar dari ketentuan Pasal 4, hanya diberikan secara terbatas di lokasi tertentu.

35. Penggunaan perangkat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dan izin frekuensi radio.

36. Permohonan izin penyelenggaraan dan izin frekuensi radio sebagaimana dimaksud pasal (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampiri rekomendasi dari Pemerintah Propinsi.

[AphD: Ayat ini diperlukan, bilamana ada kebutuhan2 secara khusus, mengingat kondisi lapangan yang sulit dlsb]

Pasal 6

37. Penggunaan perangkat wireless spread spectrum untuk akses data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib membayar Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi Radio dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi.

38. Tata cara penggunaan dan pemungutan Biaya Hak Pengguna (BHP) sektrum frekuensi radio dan Biaya Hak Pengguna (BHP) Telekomunikasi diatur dalam Keputusan tersendiri.

39. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio bagi pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi ISM dan U-NII di perhitungkan dengan Index Bandwidth (Ib) dan Index Power (Ip) dengan nilai …..

[OWP: me-NOL-kan BHP bukan berarti langkah tidak bertanggung jawab terhadap kelangkaan pita frekuensi. Jika DIRJEN POSTEL berwawasan cukup cerdas, maka Me-NOL-kan BHP Frekuensi Radio dalam 3-4 tahun mendatang akan menimbulkan (1) kenaikan user Internet ISM band dari satu (1) juta menjadi 17.8 juta user, (2) kenaikan BHP Jasa Internet menjadi Rp. 21 Milyard/Tahun, (3) kenaikan PPh Jasa menjadi Rp. 128 Milyard/tahun, (4) masukan PPN dari Investasi peralatan sekitar Rp. 600 Milyard, (5), lonjakan tambahan kebutuhan komputer yang mendekati 2 juta unit, (6) lonjakan tambahan kebutuhan peralatan ISM band yang mendekati 130.000 unit, dan (7) justifikasi migrasi industri antenna & tower menjadi manufaktur peralatan ISM band senilai US$4.5 juta dengan nilai komponen US$650.000 saja]

[AphD: Saya tidak sepakat sepenuhnya dengan saran ini, dengan alasan bahwa mereka yang berbisnis harus membayar. Untuk membedakan antara yang berbisnis dan tidak, akan sulit. Oleh karena itu sebaiknya semua membayar yang sama, walaupun tidak mahal.]

[AphD: Baik yang komersiil maupun yang pribadi harus membayar, karena semua itu membutuhkan biaya pengelolaan. Sementara mereka juga menikmati pita frekuensi. Tak baik kalau gratis]

[OWP: pungutan lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperjuangkan dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri ? untuk kepentingan pembangunan industri telekomunikasi & Internet di Indonesia]

[AphD: Sebaiknya para pengguna perangkat nir-kabel di atas tak dikenakan pungutan lain di daerah, kecuali kalau berusaha warnet dll yang dikenakan izin dan pajak usaha sesuai ketentuan daerah.]

Pasal 7

40. Pengguna frekuensi yang telah memiliki izin pada pita frekuensi  tersebut  Pasal 3 ayat (1) tidak diberi  perpanjangan  izin setelah habis masa izinnya.

41. Tidak akan dikeluarkan izin baru  bagi penyelenggaran ber-izin pada pita frekuensi tersebut Pasal 3 ayat (1)

[OWP: proteksi pengguna SEKUNDER akan diatur pada pasal peralihan selanjutnya]

[APhD; Tak perlu diatur lagi izin Sekunder, kecuali yang diatur dalam Pasal 5]

Pasal 8

42. Permohonan sertifikasi dan pelabelan tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal.

43. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh:

i. pabrikan/prinsipal;

j. distributor;

k. importir; atau

l. institusi pengguna.

44. Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan tersendiri oleh Direktur Jenderal (atau BRTI).

[AphD: Dalam konsep Postel, tidak tercantum kewenangan Direktur Jenderal. Namun kalau harus ada KM khusus untuk ini, maka pelaksanaan KM ini akan tertunda. Saya kira prosedur untuk permohonan sertifikasi bisa dilimpahkan ke Dirjen atau BRTI]

45. Direktur jenderal mengumumkan secara periodik peralatan yang telah disertifikasi.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 241/DIRJEN/2000 tentang penggunaan bersama (sharing) Pita Frekuensi 2400  2483,5 MHz. Antara Wireless LAN  Akses Internet bagi penggunaan di luar ruang (outdoor) dan Microwave Link dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di   : JAKARTA

Pada tanggal    :

-----------------------------------

MENTERI PERHUBUNGAN

DR. HATTA RADJASA

